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Abstrak

Poster memiliki peranan penting dalam aksi demonstrasi. Berbeda dengan aksi demo pada masa
lampau, demonstrasi sekarang diwarnai dengan pembawaan poster dengan kalimat satire yang ditujukan
kepada target poster. Tulisan didalam poster menjadi focus persoalan, ketika makna sebenarnya ditujukan
kepada target hingga mampu melampaui batasan semestinya. Bagaimana satire mampu menjadi suatu
kritik untuk menyerang hegemoni berkuasa dengan mengandalkan kata-kata. Demo terkait penolakan
omnibus law cipta kerja yang disahkan oleh pemerintah menjadi titik bagaimana penulis ingin
menginterpretasikan poster sebagai media komunikasi protes terhadap pemerintah. Beragam poster dari
berbagai kalangan masyarakat yang dipamerkan dimedia sosial Instagram membuat partisippasi
masyarakat terhadap isu semakin meningkat. Teori kritik hegemoni Antonio Gramsci dan metode analisis
semiotika Roland Barthes memegang peranan penting pada kajian penelitian ini untuk menafsirkan makna
pada poster. Penelitian ini berjenis kualitatif, didukun dengan teknik pengumpulan data observasi non-

partisipatif, studi pustaka dan wawancara.

Kata Kunci: Satire, Kritik Hegemoni, Analisis Semiotika, Instagram

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, aksi penolakan adalah suatu aspirasi masyarakat terkait
Omnibus Law Cipta Kerja yang penolakan terkait kebijakan pemerintah
memunculkan tagar yang terkesan tidak memihak kepada

#TolakOmnibusLawCiptaKerja pada saat masyakat atau lebih tepatnya kaum

aksi turun kejalan, sosial media maupun
artikel online yang berafirmasi menjadi
suatu gerakan sosial.

#TolakOmnibusLawCiptaKerja sejatinya

buruh/pekerija.
Omnibus Law sudah tandatangani
oleh Presiden Joko Widodo pada 2

November 2020, namun pengesahan
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tersebut menuai  kontroversi  yang
didalamnya terdapat pasal-pasal yang
menuai perdebatan. Ada klaster dengan
beberapa poin yang menjadi pembahasan
yakni: Penyerderhanaan Perizinan

Berusaha, Persyaratan Investasi,
Ketenagakerjaan, Perlindungan UMKM,
Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset
dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan,
Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan,
Investasi dan  Proyek Pemerintah,
Kawasan Ekonomi.

Pada aksi demonstasi penolakan
Undang-undang Cipta Kerja terdapat hal
unik yang menarik atensi dari masyarakat
maupun penulis yakni penggunaan satire
untuk menyampaikan aspirasi oleh
mahasiswa, kelompok dan juga beberapa
masyarakat. Penggunaan satire yang
dituangkan kedalam poster, social media
dan juga artikel menjadi pembeda dengan
aksi demonstrasi dimasa lampau.
Penggunaan satire sendiri diminati oleh
para demonstran karena banyaknya
respon dari masyarakat yang ikut
merespon tulisan satire saat aksi
demonstrasi berlangsung. Pemahaman
Gramsci tentang hegemoni sangat penting
untuk membaca politik sindiran karena
menyoroti  alternatif  (yaitu  kontra-
hegemoni). Satir politik adalah contoh khas
dari kontra-hegemoni ini, karena tujuan
utamanya adalah untuk menumbangkan

wacana resmi. Sindiran politik secara

sistematis mengolok-olok propaganda
dengan menciptakan wacana kontra-
hegemonik dan  menunjukkan  sisi
sebaliknya, sehingga mengurangi
kekuasaan diktator di mata masyarakat.

Pada penelitian ini, akan meneliti
lebih jauh mengenai pengalihan makna
tanda yang terkandung dalam poster yang
digunakan pada aksi demonstrasi
penolakan omnibus law cipta kerja ditinjau
dengan analisis semiotik Roland Barthes
dengan mengkaji tanda verbal dan juga
visual yang terdapat didalam poster itu
sendiri sehingga mudah dipahami oleh
masyarakat. Terdapat juga makna eksplisit
dan implisit didalam poster ini atau yang
disebut dengan two order of signification
yakni denotasi kan konotasi.

Media sosial turut memberikan
peran penting terhadap jalannya aksi
demonstrasi, karena menyebarkan
informasi kepada masyarakat. Media
sosial Instagram contohnya,
menyebarluaskan gambar terkait tulisan
satire dan mendapat banyak respon dari
masyarakat hingga public figure.

Dalam penelitian ini penulis ingin
memahami satire sebagai sindiran politik
yang merupakan metode perlawanan
kepada kelompok hegemoni yang
berkuasa. Analisis terhadap isu, argument
simbolisme dan juga bahasa yang
digunakan dalam poster yang terdapat di

sosial media menawarkan gaya baru



terhadap perlawanan kaum subaltern atau
kelompok terpinggirkan kepada kelompok
berkuasa dengan menggunakan metode
satire.
2. KAJIAN PUSTAKA

Pada kajian pustaka, penulis membagi
kedalam dua sub-bab yang dimana
memiliki perbedaan pembahasan namun
membantu  penulis dalam penulisan
penelitian ini. Pada sub-bab yang pertama
yakni Kritik Sosial dalam Balutan Humor
Satire sedangkan pada sub-bab kedua
yaitu Peranan Media Baru yang dimana
pada sub-bab pertama memuat tiga
penelitian terdahulu sedangkan sub-bab
kedua memuat satu kajian terdahulu.

Dalam penelitian yang berjudul
“Challenging Hegemony: Nurhadi-Aldo and
the Election in Indonesia” (Journal of
Contemporary Asia) mengkaji mengenai
ketidak puasan masyarakat kelas bawah
akan pertarungan politik saat kampanye
pemilu 2019 yang mengangkat isu agama
dan nasionalisme.

Pada penelitian ini menggunakan
konsep yang dikemukakan oleh Gramsci
mengenai akal sehat yang berhubungan
dengan bahasa. Konsep  Gramsci
menunjukkan bahwa memang ada yang
meliputi bahasa, akal sehat yang dimiliki
oleh mayoritas luas dari formasi sosial
antar kelas, konsep yang diterima begitu
saja. Bahasa moral agama dan

nasionalisme itulah sikap baku ekspresi

politik Indonesia. Nurhadi-Aldo sering kali
menyampaikan aspirasi masyarakat kelas
bawah dengan cara yang ironi. Ironi satire
digambarkan dalam meme yang ditujukan
untuk menolak konservatisme agama yang
terdapat pada meme. Konsep filsafat
spontan Gramsci tercermin dalam seni
spontanitas meme Nurhadi-Aldo. Mereka
memanfaatkan budaya populer dan
komunikasi (meme) serta humor untuk
mengekspresikan  keprihatinan  politik.
Nurhadi-Aldo

ketidakpuasan secara simbolis dalam

mengungkapkan

meme, tetapi meme ini merujuk pada
masalah  sehari-hari  yang  konkret
mahasiswa muda perkotaan dan kelompok
terpinggirkan seperti petani dan buruh.
Dalam penelitian Jurnal Ilmiah limu
Komunikasi yang berjudul “Analisis
Semiotika Kritik Sosial dalam Balutan
Humor pada Komik Faktap” (Jurnal [Imu
Komunikasi, Vol 17 No 1 Juni 2020)
melihat bahwa kritik social dapat
disampaikan melalui media baru. Kritik
disampaikan oleh media yang berupa
komik strip yang dibagi menjadi dua
kategori yakni kritik terhadap anggota DPR
RI dan kritik terhadap kebijakan DPR RI.
Pesan-pesan yang terkandung
didalam satire memiliki tujuan untuk
menyerang seseorang atau suatu instansi
yang dirasa tepat untuk diserang. Namun
penyerangan ini tidak dimaksudkan pada

penyerangan fisik tetapi menggunakan



symbol sebagai media atau wadah bagi si
pembuat pesan maupun pembaca pesan
itu sendiri. Pesan didalam satire
menggunakan humor vyang diartikan
sebagai senjata untuk menyerang musuh
namun bisa menghibur bag yang lainnya.
Menggunakan satire danggap bisa
melampaui batas-batas social yang ada di
masyarakat serta menyediakan ruang
terbuka untuk mengkritisi otoritas yang
berbasis kekuasaan.

Penelitian dalam Jurnal Publikasi
Media dan Cinema yang berjudul “Media
Sosial sebagai Saluran Aspirasi
Kewargaan: Studi Kasus RUU Cipta Kerja”
(Jurnal PIKMA, Volume 3 No2, Maret 2021)
melihat bahwa media sosial sebagai media
baru telah bergeser dari yang sekedar
media sekunder, kemudian
bertransformasi menjadi media primer
yang dapat mempengaruhi  sendi
kehidupan warga negara (kewargaan).
Media saat ini merupakan saluran yang
paling signifikan untuk transmisi pesan
yang merupakan situs-situs di mana politik
dan kehidupan publik ditata, situs-situs
tersebut memiliki makna-makna kehidupan
publik dihasilkan, diperdebatkan dan
dievaluasi. Selain itu, kita hidup di dunia
yang dimediasi; “Kehidupan masyarakat
yang dimediasi” menunjukkan jenis
hubungan sosial antara tokoh masyarakat
dan masyarakat, karena masyarakat tidak

sering bertemu langsung dengan politisi

dan masalah publik, tetapi menilai citra
media, representasi, dan cerita tentang
para politisi dan isu-isu publik tersebut.
Dalam upaya mereproduksi pemahaman
dominan tentang isu dan peristiwa, media
sebagai institusi pengolahan pengetahuan
atau pengetahuan berhasil membuat
masalah sosial terlihat oleh publik

2.1 TEORI KRITIK HEGEMONI

Istilah hegemoni merupakan sebuah
konsep pemikiran oleh seorang pemikir
sosial berkebangsaan lItalia yakni Antonio
Gramsci. Pemikiran Gramsci lahir dari
pemikiran Marx dan juga Lenin yang
dimana Gramsci membuat asumsi marxis
mengenai material, kelas dan peranan
perjuangan kelas dan kesadaran dalam
perubahan sosial peranannya dalam
mengeksplorasi pemikiran Marx pada tema
hegemoni borjuis dalam masyarakat sipil
seperti yang terangkan oleh Marx dan
Engels dalam German Ideology dan
mengolahnya menjadi hegemoni menurut
versinya tentang bekerjanya sistem
kapitalis.

Kata hegemoni berasal dari bahasa
Yunani kuno vyani “eugemonia” yang
dimana diterapkan untuk menunjukan
dominasi posisi yang diklain oleh negara-
negara kota (city states) secara individual.
Dalam pengertiannya, hegemoni
menunjukan sebuah kepeminpinan dari
suatu negara tertentu yang bukan hanya

sebuah negara kota dengan negara-



negara lain yang berhubungan terintegrasi

dalam negara terpimpin.

2.2 PERSPEKTIF NEO-GRAMSCI DAN
BUDAYA POPULER

Budaya popular berasal dari analisis
politik salah satu tokoh Marxis di lItalia
yakni Antonio Gramsci terlebih lagi
mengenai pengembangan teori
hegemoninya. Gramsci menggunakan
istilah hegemoni yang merujuk kepada
kelompok-kelompok dominan pada suatu
sistem atau masyarakat melalui proses
kepemimpinan sehingga mendapatkan
dukungan dari masyarakat itu sendiri.

Budaya populer juga sering disebut
dengan perspektif neo-gramscian yang
menganggap budaya sebagai media
perlawanan suatu kelompok subordinasi
terhadap kelompok dominan. Perspektif
neo-gramscian berlandaskan pemikiran
oleh Karl-Marx, dimana perspektif ini
menolak cara ortodoks yang sering
digunakan untuk menginterpretasi Karl-
Marx vyaitu sebagai konsep mekanis,
posivistik dan materialistic, dimana cara ini
beranggapan  bahwa  perkembangan
ekonomi tidak diikuti oleh perubahan
sosial. Namun sebaliknya, neo-gramscian
melihat bahwa perubahan sosial yang
muncul  adalah  konsekwensi  dari
perubahan pikiran dan tingkah laku
masyarakat yang dipengaruhi oleh

perubahan kesadaran sosial yang

disebabkan oleh actor-aktor tertentu. Oleh
karena itu, perspektif neo-gramscian
perjuangan politik atau ideologis dilakukan
untuk memunculkan kesadaran bersama
(common sense).

Pemahaman Gramsci tentang
hegemoni sangat penting untuk membaca
politik sindiran karena menyoroti alternatif
(yaitu kontra-hegemoni). Kontra-hegemoni
dihasilkan oleh kesepakatan yang disetujui
secara bersama dan bukan sebuah sistem
koersif (pemaksaan) yang bertujuan untuk
mengontrol media. Gramsci dan kisah
hegemoninya, bergerak maju untuk diskusi
budaya populer, seperti yang telah
diperiksa oleh ahli teori budaya populer
yang lebih baru, yang menunjukkan
elemen “konflik” budaya populer, perannya
dalam mengorganisir kesadaran populer,
dan akhirnya kemungkinan perubahan
bukan sebagai perubahan radikal dari
struktur, tetapi sebagai proses perubahan
yang sedang berlangsung di tingkat mikro-
politik. Jadi, disisi lain, sindiran politik dapat
menggambarkan bentuk perlawanan dan
konflik langsung dengan sistem dominan,
tetapi di sisi lain, proses perubahan lebih
berkembang pada tingkat mikro-politik,
meninggalkan struktur sistem kekuasaan
yang lebih besar. Satir politik sebagai
intelektual populer memainkan peran
penting dalam pemahaman politik.

2.3 Satir  Politik  Sebagai  Kntra
Hegemoni



Satir politik adalah contoh khas dari
kontra-egemoni  ini, karena  tujuan
utamanya adalah untuk menumbangkan
wacana resmi. Analisis Gramsci tentang
hegemoni memberi kita dua mekanisme
penting yang secara signifikan
berkontribusi pada pembentukan 'proyek’
hegemoni perang posisi dan perang
manuver. Satir politik, sebagai 'proyek
kontra-hegemonik', secara sistematis
beroperasi sebagai perang posisi, karena
secara halus merendahkan wacana resmi
dengan mengungkapkan aspek-aspek
lemah dari rezim tersebut dan bukan
dengan benar-benar menghadapi basis
bawah rezim tersebut. Perang posisi
menandakan adanya gerakan perlawanan
di kalangan masyarakat sipil yang

menentang homogenisasi.

3. METODE PENETILIAN

Metode yang dipilih untuk
menganalisis poster yang digunakan pada
aksi penolakan omnibus law cipta kerja
adalah analisis semiotik yang melihat
komunikasi tidak hanya sebagai proses
mengirim pesan, namun juga menitik
beratkan pada produksi dan pertukaran
pesan yang memperhatikan bagaimana
pesan/teks berinteraksi dengan komunikan
yang dapat menghasilkan makna.

Semiotika merupakan suatu
instrumen  yang  digunakan  untuk
mengungkapkan rahasia teks dan

penandaan, karena semiotika merupakan

puncak logis dari apa yang disebutkan oleh
Derrida sebagai Logosentrisme budaya
Barat.

Menurut Li, semiotika menyangkut
makna melalui sign (tanda) yang dimana
menurut Barthes, tanda merupakan
gabungan dari signifier dan signified. Pada
penelitian ini, akan meneliti lebih jauh
mengenai pengalihan makna tanda yang
terkandung dalam poster yang digunakan
pada aksi demonstrasi penolakan omnibus
law cipta kerja ditinjau dengan analisis
semiotik Roland Barthes dengan mengkaji
tanda verbal dan juga visual yang terdapat
didalam poster itu sendiri sehingga mudah
dipahami oleh masyarakat.

Analisis semiotik menurut Barthes
tidak hanya menganalisis mengenai
penanda dan petanda, tetapi juga
menganalisis makna secara denotatif dan
konotatif. denotasi menjelaskan hubungan
antara signified dan signifier atau diartikan
tanda dengan rujukan kepada realitas
sehingga menghasilkan makna eksplisit
atau pasti. Sedangkan konotasi adalah
petandaan yang menjelaskan hubungan
signifier dan signified yang didalamnya
terdapat makna implisit atau tidak pasti
(memiliki segala kemungkinan).

Analisis semiotika dengan prinsip
two order of signification dapat
dikelompokan sebagai turunan dalam
kerangka kerja denotasi dan konotasi.
Denotasi adalah order of signification yang



pertama yang pada tingkaan ini terdapat
signifier dan signified. Dalam maknanya,
denotasi merupakan apa yang kita pikirkan
dan bersifat tetap. Sedangkan konotasi
adalah order of signification yang kedua
yang memiliki perubahan makna secara
asosiatif.

Bagan 3.1 Model Analisis Semiotika

dengan Signifikansi Dua Arah

1. Signifer 2, Signified
(Penanda)y (petanda)

3. Denclative Sign
(Tunda Denolalif)

4. CONNOTATIVE SIGNIFIER | 5. CONNOTATRE SIGNIFIED

(PENANDA KONOTATIF) (FETANDA KONOTATIF)

6. CONNDOTATIE SREN (TANDA KONOTATIF)

Sumber: Bagan Semiotika Roland Barthes;
Sobur (2004)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 GAMBARAN UMUM

Awal pada bab IV penelitian ini yakni
pembahasan mengenai objek kajian.
Penelitian ini berjudul “Satire Sebagai
Media Komunikasi Protes Dalam Aksi
#TolakOmnibus  LawCiptaKerja  (Studi
Kasus: Poster Penolakan Omnibus Law
Cipta Kerja di Bali Pada Media Sosial
Instagram)” maka objek penelitiannya
adalah poster yang digunakan pada aksi
demonstrasi terjadi. Namun poster yang
menjadi objek penelitian merupakan poster
yang diunggah di media sosial Instagram
dilihat dari tags pada nama pengguna
(username) @balitidakdiam. Lebih dalam,
penulis menyoroti beberapa poster yang

dianggap penting untuk dipahami dan

diteliti mengenai makna didalamnya.
Diantaranya poster tersebut ditentukan
berdasarkan beberapa isu yang dibahas
yakni upah minimum pekerja, investasi,
pengenaan sanksi, dan yang paling
banyak menjadi target satire adalah oknum
pemerintah yang membuat Kkebijakan

omnibus law cipta kerja.

4.2 IMPLEMENTASI HEGEMONI PADA
PENGESAHAN OMNIBUS LAW
Undang-undang Omnibus Law menuai

protes dalam tuntutan keadilan oleh

masyarakat sebagai suatu keputusan
politik. Omnibus Law sebagai produk
oligarki yang meligitimasi atas buruh yang
memiliki kontribusi yang besar terhadap
kemajuan negara ini. Omnibus law yang
tidak memiliki urgensi lebih penting
dibandingkan urusan pandemic Covid-19,
tatkala disahkan dengan keadaan

Indonesia yang kala itu masih dirundung

pandemic membuat rakyat memiliki

kecurigaan yang besar terhadap UU

Omnibus Law. Banyaknya Kkeacatan

secara prosedur dan juga substansi

membuktikan bahwa tindakan yang diambil
elite pemerintah adalah sebuah tindakan
anarkisme karena pembentukan dari UU
melenceng dari etika politik dan
mekanisme negara hukum.

Demonstrasi penolakan Omnibus Law

Cipta Kerja menyebabkan UU tersebut

ditinjau  kembali pada  Mahkamah



Konstitusi (MK), presiden mengeluarkan
perpu yang dimana isi dari perpu tersebut
tidak merubah secara substansi. Hal
tersebut dituding sebagai siasat
pemerintah untuk tetap meberlakukan
Omnibus Law. Dengan digantinya omnibus
law dengan perpu menguatkan cara
berpikir neo-gramscian karena
menganggap apa yang menjadi keputusan
MK tidak menjadi halangan untuk sebuah
UU omnibus law disahkan oleh pemerintah
melalui perpu yang dibuat oleh presiden.
Secara tidak langsung omnibus law dan
perpu tersebut menjadi penanda neo-
gramsci.

4.3 Hasil Temuan

1. Poster Demonstrasi Seniman dan
Aktivis Bali

Pada tanggal 6 November 2020,
akun Instagram pribadi milik seniman Bali
@gus_dark_art mengunggah karya seni
berupa poster yang bertepatan dengan isu
sosial mengenai omnibus law cipta kerja.
Poster tersebut merupakan visualisasi
suatu bentuk protes msyarakat khususnya
seniman dengan adanya kebijakan
omnibus law cipta kerja yang dirasa
menguntungkan investor dan oknum
pemerintah sedangnkan menyengsarakan
masyarakat kecil khususnya
buruh/pekerja. Gambar tersebut memuat
beberapa karakter hewan dan juga
manusia yang memiliki peranan masing-

masing. Dalam poster tersebut, terlihat

beberapa karakter hewan berargumen
sambil mengenakan pakaian rapi dan
membawa  bendera  merah putih.
Sedangkan karakter manusia digambarkan
dalam bentuk yang lebih kecil serta terlihat
seperti rakyat kecil.

Gambar 4.1 Poster Demonstrasi Omnibus

Law oleh Seniman Bali

Sumber: Akun Instagram @gus_dark_art; Poster penolakan omnibus
law dengan berbagai karakter hewan dan manusia, (6 November
2020)

Poster tersebut memuat tanda
verbal maupun visual yang menandakan
pembuat poster kontra terhadap pasal-
pasal karet yang terdapat didalamnya.
Dalam analisis semiotika Roland Barthes
terdapat tanda yag mengungkapkan
makna yang terdapat pada suatu objek
penelitian. Begitu pula poster yang dibuat

oleh Gus Dark memiliki makna implisit.

“Betul sekali, ini cara saya untuk
merespon UU karpet merah untuk
investor hitam. Ya memang ini
memiliki  makna  terselubung
contohnya bisa kita lihat pada
poster ini terdapat banyak

karakter, karakter tersebut



memiliki arti. Contohnya terdapat
gambar anjing disana yang kita
tahu anjing melambangkan
kesetiaan. Kesetiaan anjing
tersebut saya artikan sebagai
kesetiaan seseorang atau
kelompok terhadap para kroninya
yang dimana terdapat hubungan
saling menguntungkan. Disana
juga terapat gambar tikus yang
dimana tikus. Sepertiyang kita
tahu bahwa tikus adalah hewan
yang suka mencuri makanan.
Saya megartikan bahwa banyak
oknum pemerintah yang sifat atau
tabiatnya menyerupai sifat
tersebut. Banyak investor hitam
yang diuntungkan dengan adanya
Omnibus Law, sedangkan rakyat
yang seharusnya menjadi subject
pembangunan hanya menjadi
object pelengkap penderita
dengan doktrin  Nasionalisme
semu tanpa pengejawentahan
yang berarti.” (Wawancara Gus
Dark, seniman sekaligus aktivis

sosial Bali, 12 Oktober 2022).

Poster ini merupakan bentuk
sindiran aktivis sosial sekaligus seniman
Bali terhadap isu sosial yang dimana
menurut pembuat, poster ini mampu
merepresentasikan realitas atau cara
pandang

masyarakat terhadap

pemerintah. Poster yang diunggah oleh

akun Instagram pribadi @gus_dark_art
memiliki makna implisit, hal tersebut
disampaikan langsung oleh pembuat
poster sekaligus pemilik dari akun
Instagram tersebut yakni Gus Dark selaku
seniman juga aktivis yang aktif merespon
isu sosial politk melalui karya poster.
Terdapat dua kelompok karakter dengan
kesamaan sikap dan gestur namun
memiliki tujuan atau maksud yang
berkebalikan. Kadua karakter
memperlihatkan sikap nasionalis,
diperlihatkan dengan pembawaan bendera
pada tokoh yang berlawanan yakni tokoh
binatang dan juga rakyat. Terlihat jelas
bahwa karakter binatang ditujukan untuk
oknum pemerintah atau elite politik,
sedangkan karakter manusia yang
digambarkan lebih kecil dari karakter
binatang menginterpretasikan rakyat kecil
yang dirugikan akibat kebijakan yang
menjadi perdebatan dikalangan

masyarakat maupun pemerintah.

2. Poster Demonstrasi oleh
Masyarakat Lewat Sosial Media

Poster yang terdapat pada kiriman
yang menandai akun Instagram
@balitidakdiam mengenai isu omnibus law
cipta kerja tidak hanya satu atau dua poster
saja, namun yang menarik perhatian
penulis salah satunya adalah unggahan
oleh akun @barrra23. Terlihat dalam

poster tersebut, satire yang terdapat



didalamnya memiliki target dan juga
makna tersirat didalamnya. Secara visual
poster tersebut memperlihatkan
karakteristik yang melekat pada citra
oknum pemerintah yakni Dewan
Perwakilan  Rakyat (DPR) dimata

masyarakat.

Gambar 4.2 Poster Demonstrasi oleh

Masyarakat Bali
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Sumber: Akun Instagram @barrra23yang menandai akun
media sosial @balitidakdiam (6 Oktober 2020)

Tanda verbal yang kedua yakni
‘Dewan Perwakilan Rakyat Investor’ juga
memiliki makna denotatif dan konotatif.
Makna denotatif yang terkandung yakni
lembaga tinggi negara yang mewakili
rakyat yakni Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) pada kata rakyat dicoret dan
digantikan dengan kata investor yang
dimana tercipta kata Dewan Perwakilan
Investor. sedangkan makna konotatif yang
terdapat pada tulisan tersebut adalah
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang
dimana seharusnya menjadi wakil dari
rakyat, dengan adanya kebijakan UU
Omnibus Law Cipta Kerja memperlihatkan

keberpihakan terhadap investor bukan

dengan rakyat. Dibuktikan dengan adanya
kejanggalan yang seakan-akan
mempermudah investor dalam segala
aspek dan mempersulit atau
menyengsarakan masyarakat.
3. Poster Demonstrasi Serikat Pekerja
Mandiri

Pihak yang merasa dirugikan
akibat pengesahan UU Omnibus Law Cipta
Kerja adalah pihak pekerja atau buruh.
Banyak kekhawatiran mengenai UU Cipta
Kerja ini yakni dianggap mengamputasi
hak pekerja. Federasi Serikat Pekerja
Mandiri  (FSPM) yang  merupakan
organisasi gabungan antara serikat
pekerja di Bali, turut melakukan aksi
demonstrasi dalam menolak pengesahan
UU Omnibus Law Cipta Kerja. Terlihat
dalam posting-an salah satu pengguna
sosial media Instagram dengan username
@keinarraside yang mengunggah poster
yang dibawa oleh massa Serikat Pekerja
Mandiri yang berlokasi di Jalan Sudirman

Denpasar.

Gambar 4.3 Poster Federasi Serikat

Pekerja Mandiri Bali

Sumber: Akun Instagram @keinarraside dalam tags
@balitidakdiam; Potret massa membawa poster

demonstrasi di Jalan Sudirman Denpasar; 8 Oktober 2020



Tulisan pada poster diatas
termasuk kedalam satire jika dilihat dari
karakteristiknya. Satire merupakan Kkritik
atas prilaku individu atau kelompok yang
buruk atau bodoh, hal tersebut
diungkapkan penulis poster yang ditujukan
kepada orang yang membuat Omnibus
Law. Pada kalimat ‘Omnibus hanya akal
bulus bagi para penghamba fulus’ memiliki
niatan untuk mengolok pemerintah karena
kebijakan yang dibuat dan disahkan oleh
pemerintah adalah tindakan bodoh dan
buruk yang dimana mengutamakan
keuntungan bagi pihak yang
berkepentingan.

4.4 Kendala Observasi Penelitian

Terdapat hidden fenomena yang
dikaitkan dengan ketidakmauan pembuat
sekaligus orang yang meng-upload poster
untuk memberikan statement terhadap
posternya dengan teori  hegemoni
Gramsci. Bagaimana perpu menjadi ujung
tombak sehingga perdebatan tidak
berlanjut. Bagaimana hegemoni membuat
orang tidak mau bersuara atau
memberikan statement terhadap kritik
hegemoni. Terbukti saat penulis mencoba
untuk menghubungi beberapa uploader
atau pengunggah poster satire di laman
sosial media Instagram. Terdapat berbagai
alasan yang membuat penulis tidak bisa
mendapatkan informasi mengenai ekpetasi
atau interpretasi si pengunggah poster.

Bagaimana makna yang ingin disampaikan

oleh si pengunggah atau pesan yang ingin
disampaikan oleh pembuat  atau
pengunggah poster yang ingin
disampaikan kepada penikmat poster tidak
memiliki makna yang jelas, sehingga
penulis dan pembaca lainnya memiliki
interpretasi secara luas mengenai poster

yang diunggah ke media sosial Instagram.
5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada
penelitian ini, peneliti  menyimpulkan
bahwa penggunaan poster pada aksi
demonstrasi penolakan terhadap Undang-
undang Omnibus Law Cipta Kerja
merupakan produk dari kontra-hegemoni
yang dimana bertujuan untuk mengontrol
media. Poster menjadi bentuk perwalanan
kepada sistem dominan untuk
menumbangkan isu sosial mengenai
pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Kritik yang terdapat dalam poster satire
muncul karena tindakan penguasa yang
dianggap gagal sehingga mengakibatkan
meningkatnya aktivisme politik oleh
massa. Humor yang terdapat pada satir
mampu memberikan rasa aman bagi kaum
subaltern untuk lolos dalam kontrol sosial.
Analisis  terhadap isu, argument,
simbolisme dan juga gaya bahasa yang
digunakan didalam poster yang diteliti
menawarkan gaya baru terhadap

perlawanan kaum terpinggirkan kepada



kelompok penguasa dengan
menggunakan metode satire.

Poster yang digunakan pada aksi
demonstrasi mengangkat beberapa pokok
permasalahan seperti upah minimum
pekerja, investasi, pengenaan sanksi,
sistem administrasi pemerintah. Namun
sebagain besar poster tersebut mengarah
kepada lembaga pemerintah sendiri yakni
DPR selaku lembaga negara yang
membuat serta mengesahkan UU
Omnibus Law Cipta Kerja. Dengan poster
tersebut memperlihatkan bahwa tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah relative rendah
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